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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat 

menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah 

NDU\D� GDUL� SHPLNLUDQ� SHQXOLV� \DQJ� GLEHUL� MXGXO� ´.LQHUMD�

Keuangan Desa Ditinjau dari Pendapatan dan Belanja Desaµ��

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan 

karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima 

kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan 

buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.  

Buku ini mencoba membahas kinerja keuangan desa 

melalui pendekatan rasio dengan analisis pendapatan dan 

belanja desa sebelum dan masa pademik covid19. 

Pengelolaan Keuangan Desa yang tepat sasaran akan 

membuat optimalisasi dalam menggunakan pembiayaan 

belanja sehingga pendapatan desa termsuk pemdapatan asli 

desa meningkat.  

Pengelolaan keuangan desa mempengaruhi kinerja 

suatu pembangungan desa sehingga desa harus mampu 

berperan aktif dalam mengatur kinerja keuangan desanya 

secara efisien dan efektif. Dengan menggunakan beberapa 

rasio kinerja keuangan kita dapat menganalisis derajat 

desentralisasi, rasio ketergantuang keuangan desa, analisis 

pertumbuhan pendapatan desa, rasio efisiensi PADesa, Rasio 

Efektivitas PADesa, Rasio Belanja Desa dan Rasio Belanja 

Desa Per Bidang serta ingin melihat apakah ada perbedaan 

kinerja keuangan desa sebelum dan masa pademik covid19.  

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku 
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ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan 

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah 

membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. 
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BAB 

1 PENDAHULUAN 

 

 

A. Keuangan Desa 

Desa merupakan bagian terbesar dari wilayah negara 

Indonesia yang terbesar di seluruh pelosok tanah air. Desa 

merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik. 

Desa sebagai institusi sosial sekarang telah memiliki posisi 

penting sebagai institusi pemerintah terendah dalam 

struktur pemerintah Indonesia. Desa sebagai 

pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan 

masyarakatmenjadi fokus utama dalam pembangunan 

pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah 

Indonesia adalah pedesaan. Terbentuknya suatu desa yang 

sejahtera pasti adanya sangkut paut dengan pemerintah 

daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan 

mengelola keuangan secara baik untuk suatu 

pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam 

perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan 

pembangunan. Desa Pematang Serai berada di Pemerintah 

Kabupaten Langkat di Kecamatan Tanjung Pura. Desa 

tersebut merupakan Desa wisata yang terkenal dengan 

adanya Goel, kenderaan yang digunakan diatas danua 

buatan masyarakat sekitar. Berikut ini data laporan 

realisasi pendapatan dan belanja desa pemerinth 

PENDAHULUAN 
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BAB 

2 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 

 

A. Pengertian Pendapatan Desa 

Pendapatan desa adalah segala jenis pendapatan 

yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki desa atau 

sumber-sumber yang berada di bawah pengelolaan desa. 

Pendapatan desa adalah semua hak desa yang diakui 

sebagai penambahan nilai bersih keuangan desa yang 

diperoleh dalam setiap tahun anggaran. Kekayaan desa 

adalah semua hak desa yang diakui sebagai salah satu 

sumber pendapatan desa yang dikelola oleh Pemerintah 

Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang 

Laporan Realisasi Anggaran, dinyatakan bahwa 

pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas lancar 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali 

oleh pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014, pendapatan 

desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening 

desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. 

ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 
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BAB 

3 REALISASI KEUANGAN DESA 

 

 

A. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan 

bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan deVDµ��3HQJHORODDQ�NHXDQJDQ�GHVD dilaksanakan 

dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 

Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan 

Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 

2014 terdiri dari 5 tahap yang dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan 

pelaporan keuangan desa.  

1. Perencanaan Keuangan Desa 

Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh 

sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan 

Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun 

berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala desa. 

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 

selanjutnya disampaikan oleh Kepala desa kepada BPD 

untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat 

bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan Peraturan 

Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama 

REALISASI KEUANGAN 

DESA 
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BAB 

4 KINERJA KEUANGAN DESA 

 

 

A. Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa 

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk 

memenuhi tiga adalah sebagai berikut ini  

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk 

membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran 

kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu 

pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program 

unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam 

memberikan pelayanan sektor publik.  

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk 

mengalokasikan sumber daya dan pembuatan 

keputusan.  

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk 

mewujudkan pertanggungjawaban publik dan 

memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 

2009). Pengukuran kinerja keuangan diukur dengan 

beberapa rasio keuangan desa yang menjadi tolak ukur 

dalam penilaian keuangan desa.  

 

  

KINERJA KEUANGAN 

DESA 
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BAB 

5 PENUTUP 

 

 

Kinerja Keuangan desa melalui pendekatan rasio 

dengan analisis pendapatan desa. Hasil rasio-rasio di analisis 

pendapatan desa dibandingkan dengan penilaian 

permendagri tahun 1996. Analisis pendapatan menggunkan 5 

rasio yaitu Derajat Desentraslisasi mengalami peningkatan 

yang hanya 10% dari tahun sebelumnya dan rasio 

ketergantungan keuangan desa di desa pematang serai sangat 

tinggi. Kemudian analisis pertumbuhan pendapatan desa 

masih menurun selama 2019 sampai 2021 sedangkan rasio 

efisiensi pendapatan desa dengan kondisi kurang efisien dan 

rasio efektivitas pendaptan desa mengalami kondisi yang 

efektif.  

Kinerja Keuangan desa melalui pendekatan rasio 

dengan analisis belanja desa. Hasil rasio-rasio di analisis 

pendapatan dibandingkan dengan penilaian permendagri 

tahun 1996. Analisis belanja desa menggunakan 6 rasio yaitu 

rasio belanja desa bidang penyelenggara pemerintah desa, 

bidang pelaksana pembangunan desa, bidang pembinaan 

kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang 

penanggulangan bencana dalam kondisi perkembangan yang 

fluktuasi setiap tahunnya dan rasio efisiensi belanja desa 

ditahun 2018 tidak efisien, tahun 2019 dan 2021 kurang efisien 

dan tahun 2020 cukup efisien. 

PENUTUP 
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